WALI KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR & TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala
Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

b. bahwa Laporan Keuangan Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun Anggaran 2022 telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera
Selatan dan telah diserahkan hasil pemeriksaannya
kepada Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomeor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran

f’fi;emcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43502] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2012 Nomor 171, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20035 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51535);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51653);

11. Peramran.l i
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15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178};
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 6);

18. Peraturan é i
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18, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
DAN
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, x

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
9. Dewan L l{(
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S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau,
selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah di Kota Lubuk Linggau.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan yang
selanjutnya disebut SILPA adalah selisih antara
surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan.

8. Salde Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut SAL
adalah akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yvang lalu
dan tahun anggaran yang besangkutan setelah ditutup,
ditambah /dikurangi dengan koreksi pembukuan.

9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.

10. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal
adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.

BAB Il
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan SAL;
¢. laporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitas;
€. neraca;
f. laporan arus kas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.
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(2) Laporan Keuangan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1.060.499.402.627,54
b. Belanja Rp. 1.162.820.849.448.20
Surplus/defisit (Rp. 102.321.446.820,66)
¢. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 133.446.731.405,00
- Pengeluaran Rp. 0.00

Pembiayaan Netto Rp. 133.446.731.405,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumliah
(Rp30.013.447.938,46) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah
Perubahan Rp. 1.090.512.850.566,00
b. Realisasi Rp. 1.060.499.402.627 .54
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 30.013.447.938,46)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp61.138.732.522,80) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah
perubahan Rp. 1,223.959.581.971,00
b. Realisasi Rp. 1.162.820.849.448.20
Selisih lebih/ (kurang) (Rp. 61.138.732.522,80)

3. Selisih L 4;<
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3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 31.125.284.584,34 dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus/defisit setelah
perubahan (Rp. 133.446.731.405,00)
b. Realisasi (Rp. 102.321.446.820.66)
Selisih lebih/(kurang) Rp. 31.125.284.584,34

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp0,17) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 133.446.731.405,00
b. Realisasi Rp. 133.446.731.404.83
Selisih lebih/({kurang) (Rp. 0,17)

5. Selisih anggaran dengan  realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumiah Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 0,00)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah (Rp0,17) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 133.446.731.405,00

b. Realisasi Rp. 133.446.731.404.83

Selisih lebih /(kurang] (Rp. 0,17)
Pasal 5

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. SAL {/ f t



a. SAL Awal Rp. 27.978.178.704,83
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun
berjalan Rp. 27.978.178.704,83
c. SILPA Rp. 31.125.284.584,17
SAL Akhir Rp. 31.125.284.584,17
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional Rp. 1.110.139.199.266,76

b. Beban Operasional Rp. 946.117.194.554,88

Surplus (defisit) dari kegiatan

Operasional Rp. 164.022.004.711,88
d. Surplus (defisit) dari kegiatan

(Non Operasional) (Rp. 1.494,774.518,24)
e. Surplus (defisit) sebelum pos

luar biasa Rp. 162.527.230.193,64
f. Surplus/defisit dari pos

luar biasa (Rp. 647.143.000,00)
g. Surplus/defisit-LO Rp. 161.880.087.193,64

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp. 3.048.330.225.623,83
b. Surplus (Defisit )- LO Rp. 161.880.087.193,64
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan
mendasar Rp. 49.242.386.388,42
d. Ekuitas Akhir Rp. 3.259.452.699.205,89

Pasal 8 L X
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Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e
per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 3.399.436.284.028,89

b. Jumlah kewajiban Rp. 139.983.584.823,00

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 3.259.452.699.205,89
Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per
Januari 2022 Rp. 27.978.178.704,83

b. Arus kas Bersih dari aktivitas
operasi Rp. 325.608.207.617,34

c. Arus kas Bersih dari aktivitas Investasi/Investasi
Non Keuangan (Rp. 427.929.654.438,00)

d. Arus kas Bersih dari aktivitas
pendanaan Rp. 105.468.552.700,00

e. Arus kas Bersih dari aktivitas
Transitoris/Non Anggaran (Rp. 74.642,00)

f. Saldo kas akhir per
31 Desember 2022 Rp. 31.125.209.942,17

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas

pos-pos laporan Keuangan.
Pasal 11 /!/ ‘f’
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Pasal 11

Pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidek dipisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiranl.l : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut  urusan  pemerintahan
daerah dan organisasi;

b. Lampiranl.2 : Ringkasan APED yang

diklasifikasikan menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

¢. Lampiranl.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, sub kegiatan, kelompok,
dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

d. Lampiranl.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

€. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

f. Lampiran III : Laporan Operasional;

g. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

h. LampiranV : Neraca;

1. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

J. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan,

k. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

1.  Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan
Piutang Tak Tertagih;

m. Lampiran...[/ f C



12

m. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
dan Penyisihan Dana Bergulir;
n. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah;
o. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
p. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
q. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kenstruksi Dalam
Pengerjaan;
r. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
2022 dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
w. Lampiran XX : Ihktisar Laporan Keuangan (Neraca)

T

il

Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah.
Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda

1.

Pasal 13

Wali Kota Lubuk Linggau menetapkan Perwal tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.
BAB... 1/ I'L
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BAB III
KETENTTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, |8 Jui 2023

&f *.WAH KOTA LUBUK LINGGAU%

L

=

' (f S.N. PRANA PUTRA SOHE

é SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, |& Jui 223

e
TRISKO DEr IANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR El',

NOREG PERATURAN E)AERA;-I KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: & 9-65/2043]



